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UPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOROCILOTAHUN 2011
TENTANG

TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
dibentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tabun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737) ;

Undang-Undang Nomor [4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran
Dacerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

o

Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seclanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan
Eksekutif Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemerintahan Dacerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna,
dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungis dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada atasan PPID sebagaimana dimaksud
pada Peraturan ini.
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BABI1
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 2

Pemerintahan Dacrah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah sebagai
Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.
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BAB I
AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 3

Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
Pengguna Informasi Publik.

Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan ~ Daerah bersifat ketat dan terbatas.

Informast Publik di lingkungan Pemerintahan Daerah dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik
dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah.

Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintahan Daerah bersifat rahasia sesuai dengan
peraturan perundangundangan, kepatutan, dan kepentingan umum.

Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila
suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau
sebaliknya.

BAB 1V
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 4

Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah, Bupati
menetapkan PPID.

PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan
fungsi pelayanan informasi.

PPID bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal §

Dalam rangka pelaksanaan pengkoordinasian pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu
dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerja dan operasionalisasi tugas dan
kewenangannya, PPID dibantu Sekretariat PPID.

Sekretariat PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin sekretaris yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 6

Tata kerja hubungan antara PPID dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional dalam rangka
mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai
Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja antara PPID dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional serta dengan sekretariat PPID diatur oleh PPID.
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BAB VI

/ KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini deng

an

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.,

TELAN BUTELITIOLEN
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Diundangkan di Kandangan
.ldu tanggal Q¢ Al @)

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

V /4

ACHMAD FIKRY

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2¢ Auni Sou

’lllll‘/\’l'l HULU SUN(G JLATAN, g

MUHAMMAD SAFI'I o

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 4 (0
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PERATURAN BUPATI

LAMPIRAN
SELATAN
Nomor
Tanggal
TATA KERJA

HULU

Oko
26 fus 201

HUBUNGAN ANTARA PPID DENGAN PPID PEMBANTU
DALAM PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
pI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PTUN /PN dan MA

F_V—J

A0 — KOMISI INFORMASI

|

BUPATI (ATASAN PPID dan SKPD)

. =

Rt ety e

PEMOHON dan PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

SUNGAI

KETERANGAN :

............................

— - -

—  — —

Koordinasi

Permohonan dikabulkan
Permohonan ditolak
Permohonan keberatan / gugatan / kasasi

I TELAR B.7ELITI CLEM
[ KASUBAS F 78 "WU1AN DAN
| PEMRAAKAN H

TeL. 9\/7‘ MU

|

l

Recas HUKUM ; '
J

{BUPATI HULU SUN

MUHAMMA

PP'D .u.-...-.-...-.........:
1. Mencatat identitas pemohon, subyek dan =
format info yang dimohon. P PPID Pembantu
2. Memberi tanda terima. (SKPD —SKPD)
3. Memberitahukan adanya permohonan > ) ‘ -
info kepada Badan Publik ybs. G - Il(la\shllﬁ_k.gm !iqfod:‘ e 1
; ; : . Wajib disediak
4. Mcnyampal.kan pemberitahuan Qarl diu{n ik SENY Deik
Badan Publik kepada pemohon info Kala
diterima / ditolak permohonan 2. Wajib diumumkan seca-
ra serta merta ; )
3. Wajib tersedia setiap
saat )
I 4. Yang dikecualikan ;
5. Diperoleh berdasarkan
‘ permintaan
|
-

LATAN, t\

AFI'IQ




